-Penetapan -Akuntan Publik
Kpt 63 Tahun 2024, 6 Hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2024
tentang Penetapan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit
Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Jawa Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat

Tahun 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil =~ Walikota, audit
laporan dana kampanye merupakan audit laporan
dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan
publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum
Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan
wakil walikota; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan
kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan
untuk melakukan audit dana kampanye; bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Barat tentang Nama Kantor Akuntan Publik yang
Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Barat Tahun 2024;

- keputusan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,



CATATAN

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 569); Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang
Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024
tentang Pedoman  Teknis Pelaksanaan  Audit
Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal
25 November 2024

Lamp : 2 hlm.



